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Menimbang : a.

WALIKOTA MANADO

PERATURAN WAUKOTA MANADO
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila
igunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan 1-V ™*^b
dXmasyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif
oleh^bab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok
bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan
berkesinambungan; i^oiv, arfnlahbahwa untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih adalah
hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran kemaua^
dan temampuan masyarakat untuk mencegah dampak
penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung
te^Tp kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yangoptimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan ^*^J^U$*"™1
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wahkota Manado
tentang Kawasan tanpa Rokok di Kota Manado;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perkndungan
Konsumen; TT . . „ •Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Mas.

Und^Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung; _

o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak*8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional; w«v.Q«10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan

ll.Untog-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Mengingat 1.

5.

6.



12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan;

15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negen
Nomor 188 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan
Tanpa Rokok;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1077/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan
Udara Dalam Ruang Rumah;

17.Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI
Q KOTA MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Manado adalah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk

lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan
spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau
tanpa bahan tambahan.

4. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirroHdin yang terdapat dalam Nicotiana
Q Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat

adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
5. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat

karsinogenik.
6. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam

rangka mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak
langsung terhadap kesehatan.

7. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di
dalam ruang aMbat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak
kesehatan kepada manusia;

8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosiai yang
memungkinkan setiap orang produktif secara sosiai dan ekonomis.

9. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan
yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi
dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat
dan haras selalu diusahakan secara terus menerus.

10. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang
untuk merokok.
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11. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang
berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan atau usaha.

12. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tempat dimana tenaga
kerja bekerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk perkantoran, ruang
rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya dalam lingkup instansi
Pemerintah Kota Manado.

13. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau
pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik, museum,
dan sejenisnya.

14.Sarana Kesehatan adalah tempat pelayanan kesehatan seperti: rumah sakit,
puskesmas termasuk puskesmas pembantu, posyandu, klinik, balai
pengobatan, apotik, laboratorium.

15. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang tinggal dan/atau beraktifitas di
Kota Manado.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal2

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :
a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara

mengubah perilaku masyarakat Kota Manado untuk hidup sehat;
b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal3

Ruang Lingkup Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat kerja instansi Pemerintah
Kota Manado, tempat proses belajar mengajar, dan tempat pelayanan kesehatan.

BAB in

PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB

Pasal4

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat Kawasan Tanpa Rokok, wajib
menetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan sebagai
"Kawasan Tanpa Rokok".

Pasal 5

(1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan TanpaRokok harus memberi contoh
dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari
asap rokok.



(3) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan
Bebas Rokok.

BABIV

KAWASAN TANPA ROKOK

ParagrafI
Tempat Kerja

Pasal 6

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang setiap orang
termasuk staf atau pegawai untuk tidak merokok di tempat kerja.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur,
memperingatkan, atau mengambil tindakan apabila terbukti ada staf atau
pegawai yang merokok di tempat kerja.

(3) Staf atau pegawai dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada
pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di

Q tempat kerja.
(4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas

laporan yangdisampaikan oleh pengguna tempat atau pengunjung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat
khusus di luar tempat kerja untuk merokok.

Paragraf II
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib
melarang setiap orang termasuk peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan serta unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat

^~- proses belajar mengajar.
(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat belajar mengajar, wajib menegur,

memperingatkan atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di
tempat proses belajar mengajar.

(3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya
dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau
penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang
merokok di tempat proses belajar mengajar.

(4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib
mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik
dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).



Paragraf III
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

(1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang
kepada setiap pasien, pengunjung serta tenaga medis atau non medis untuk
tidak merokok di tempat pelayanan kesehatan.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur,
memperingatkan atau mengambil tindakan apabila terbukti ada pasien,
pengunjung serta tenaga medis atau non medis merokok di tempat pelayanan
kesehatan.

(3) Pasien, pengunjung serta tenaga medis atau non medis dapat memberikan
teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab tempat
pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan
kesehatan.

(4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib
r mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien, pengunjung
^ serta tenaga medis atau non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BABV

TEMPAT KHUSUS KAWASAN MEROKOK

Pasal 9

Tempat Khusus Kawasan Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tempat terpisah yang secara fisik tidak tercampur dengan kawasan Tanpa

Rokok;
b. dilengkapi alat penghisap udara atau sistem sirkulasi udara;
c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

C
BAB VI

PENANDAAN

Pasal 10

(1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.

(2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
a. Kawasan Tanpa Rokok atau;
b. Kawasan Merokok.

(3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan
padatempat yang mudah terlihat dan tMak mengganggu keindahan tempat.
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Pasal 11

(1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2),
berupa: , . ,
a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lam yang dapat dengan

mudah dibaca atau dilihat;
b gambartanda atau simbol yang mudah dilihat atau dimengerti.

(2) Penandaan atau petunjuk yang berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, ditempatkan pada -KAWASAN TANPA ROKOK», sesuai dengan
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Manado

(3) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, ditempatkan khusus pada "KAWASAN MEROKOK", sesuai dengan
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Manado
ini.

Pasal 12

(1) Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan
yang tidak silau, serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar
belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya.

(2)Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dan tempat
penandaan atau petunjuk agar mudah teriihat dan terbaca.

Pasal 13

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a penempatan yang tepat dan sesuai serta bebas pandangan tanpa penghalang;
b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai

kawasan bebas rokok;
c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi

gelap atau pada malam hari;
d. tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga
Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosiai, dan
Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan perangkat Daerah yang berkewajiban
melakukan pembinaan untuk:
a. menyelenggarakan kawasan Tanpa rokok di setiap tempat yang ditetapkan

sebagai kawasan Tanpa rokok.
b. mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan

rokok.
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Pasal 15

(1) Pembinaan peiaksanaan kawasan Tanpe.rokok dalam^gka pengembangankemampuann^arakatunWkberpe^b^ sehat^^^
(2) Pembinaan pela*sanaan ^^^^Tlf J^^H^ng tugas^aDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l* sesuai

dan/atau wewenangnya.

Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan rokok di kawasan Tanpa merokok, berupa :
a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
b. pemberdayaan masyarakat;
c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 17

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 18

kawasan tanpa rokok.

Pasal 19

Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi «»"^»«» ^^^ oleh

Walikota melalui Asisten Kesejahteraan Masyarakat setiap 3bulan sekau a
sesuai dengan kebutuhan.
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BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

Bagi masyarakat yang terbukti merokok di Kawasan Tanpa Rokok, dapat
dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. teguran lisan; dan
b. peringatan tertulis;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota Manado ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Diundangkan di Manado
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 09-01-2M3

WALIKOTA MANADO,

'Mia*
g. s. vickyIlumentut

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2013 NOMOR


